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Mediation Efforts in Domestic Violence Cases at the Lubuk Linggau City Police Department, 
Reviewed from Islamic Law and Positive Law 
 
Abstract. Domestic Violence (DV) constitutes a serious social and legal issue in Indonesia. Domestic 
violence not only inflicts physical and psychological harm on victims but also undermines the harmony 
of the household as a fundamental social institution within society. According to Article 1 of Law 
Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, domestic violence is defined as 
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any act against an individual, particularly a woman, that results in physical, sexual, psychological 
suffering, and/or household neglect. 

This study employs an empirical juridical (sociological) legal research method, combined with 
a normative juridical approach. This methodological combination is chosen because the research not 
only analyzes the applicable written legal regulations (positive law and Islamic law) but also examines 
how these laws are implemented in practice, specifically in the mediation processes of domestic 
violence cases within the jurisdiction of the Lubuk Linggau City Police Department. 

The mediation process in domestic violence cases at the Lubuk Linggau City Police 
demonstrates a recurring pattern of non-litigation dispute resolution, often pursued under the pretext 
of familial considerations or social pressure. From the perspective of Islamic law, mediation in 
domestic conflicts is principally permissible for the purpose of reconciliation and public interest 
(maslahah), as stipulated in the Qur'an and the practices of the Prophet’s companions. However, Islam 
also emphasizes the protection of life, dignity, and justice—principles that are integral to the objectives 
of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). From the standpoint of positive law, mediation in domestic 
violence cases is normatively restricted and cannot serve as grounds to terminate legal proceedings. 
Law Number 23 of 2004, the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021, and the Attorney General’s 
Regulation Number 15 of 2020 explicitly limit the application of restorative justice, particularly in cases 
involving repeated violence, serious physical injury, or offenses against vulnerable groups. 
 
Keywoards: Domestic Violence, Islamic Law, Positive Law, Restorative Justice. 
 
Abstrak. Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang serius 
di Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan 
psikis, namun juga merusak keharmonisan rumah tangga sebagai institusi sosial dasar dalam 
masyarakat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga  diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap 
seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris 
(sosiologis), yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena 
penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan hukum tertulis yang berlaku (hukum positif dan 
hukum Islam), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik 
nyata di lapangan, khususnya dalam proses mediasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Lubuk Linggau. 

Proses mediasi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kota Lubuk 
Linggau menunjukkan adanya praktik penyelesaian perkara secara non-litigasi yang kerap ditempuh 
dengan alasan kekeluargaan atau tekanan sosial. Dalam tinjauan hukum Islam, mediasi dalam konflik 
rumah tangga secara prinsip dibolehkan untuk tujuan rekonsiliasi dan kemaslahatan, sebagaimana 
diatur dalam Al-Qur’an dan praktik para sahabat. Namun, Islam juga menekankan pentingnya 
perlindungan terhadap nyawa, martabat, dan keadilan, yang merupakan bagian dari maqashid al-
syari’ah. Dari perspektif hukum positif, mediasi dalam kasus KDRT dibatasi secara normatif dan tidak 
dapat menjadi dasar untuk menghentikan proses hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara tegas 
memberikan batasan terhadap penerapan keadilan restoratif, khususnya jika kekerasan dilakukan 
secara berulang, menyebabkan luka berat, atau menyasar kelompok rentan. 

 
Kata Kunci : KDRT, Hukum Islam, Hukum Positif, Restoratif. 
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PENDAHULUAN 
Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya persoalan hukum 

positif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks Islam, 
Kekerasan Dalam rumah Tangga  bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih 
sayang yang menjadi dasar hubungan suami istri. Al-Qur’an menekankan hubungan 
keluarga yang dilandasi oleh mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) 
sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Kekerasan Dalam rumah Tangga   
masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak keluarga di Indonesia. 
Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan struktural yang kompleks 
dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang 
mendalam terhadap korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. 

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 
Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2023 terdapat 24.983 kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak, dengan mayoritas kasus berada dalam lingkup rumah 
tangga. Dari angka tersebut, kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran 
tercatat sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang paling umum terjadi 
(KemenPPPA, 2023). 

Dalam menghadapi situasi ini, berbagai upaya penanganan telah dilakukan 
oleh pemerintah dan lembaga terkait. Lembaga Layanan Terpadu seperti Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Dinas 
Pemberdayaan Perempuan menyediakan layanan pendampingan psikologis, hukum, 
dan rehabilitasi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, aparat 
kepolisian juga telah mencoba menggunakan pendekatan restorative justice atau 
mediasi untuk menyelesaikan kasus secara damai, walaupun pendekatan ini masih 
kontroversial karena dinilai berpotensi mengabaikan keadilan substantif bagi korban 
kekerasan. Di samping itu, pemerintah dan masyarakat sipil terus berupaya 
meningkatkan literasi masyarakat melalui kampanye kesetaraan gender, pendidikan 
pranikah, dan sosialisasi tentang pentingnya hubungan yang adil dan tanpa 
Kekerasan Dalam rumah Tangga. 

Kekerasan Dalam rumah Tangga  (KDRT) di Kota Lubuk Linggau 
menunjukkan tren peningkatan yang memprihatinkan. Data dari Unit Pelaksana 
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Lubuk Linggau mencatat 
bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari 28 kasus pada 
tahun 2023 menjadi 50 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini sebagian disebabkan 
oleh intensifikasi sosialisasi yang mendorong korban untuk lebih berani melaporkan 
kasus yang mereka alami. 

Faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga di daerah ini beragam, dengan 
masalah ekonomi dan kehadiran pihak ketiga dalam hubungan pernikahan menjadi 
penyebab utama. Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau, AKP Hendrawan, 
mengungkapkan bahwa kesulitan finansial dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Selain itu, kecanduan suami terhadap narkoba dan judi juga berkontribusi signifikan 
terhadap kasus-kasus tersebut. Dampak dari KDRT ini juga tercermin dalam 
tingginya angka perceraian. Pengadilan Agama Lubuk Linggau melaporkan bahwa 
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dari Januari hingga November 2024, terdapat 1.067 perkara perceraian, dengan 
banyak kasus disebabkan oleh perselisihan terus-menerus dan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga.  

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar 
fokus penelitian tetap terarah dan tidak melebar dari tujuan utama. Adapun batasan 
masalah dalam penelitian berjudul “Upaya Mediasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga di Polres Kota Lubuk Linggau Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis 
proses mediasi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh 
Polres Kota Lubuk Linggau. 2). Untuk menganalisis pelaksanaan mediasi kasus 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dari perspektif hukum Islam. 3). Untuk 
menganalisis pelaksanaan mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dari 
perspektif hukum positif.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
dukungan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu. 
Pendekatan ini dianggap paling relevan karena objek yang diteliti menyangkut 
implementasi hukum dalam praktik sosial, sekaligus telaah terhadap norma-norma 
hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan 
untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait proses 
mediasi dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres 
Kota Lubuk Linggau. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan interpretatif, yakni 
menggambarkan situasi sebagaimana adanya serta menafsirkan makna dari interaksi 
sosial yang terjadi antara pihak korban, pelaku, keluarga, dan aparat penegak hukum. 

Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana 
hukum itu diterapkan dalam praktik oleh aparat Polres Kota Lubuk Linggau. Dengan 
pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana prinsip-prinsip mediasi dan 
keadilan restoratif diimplementasikan dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, serta bagaimana respons masyarakat terhadapnya. 

Penggabungan ketiga teknik ini wawancara, observasi, dan dokumentasi 
dilakukan untuk mencapai triangulasi data, yaitu suatu strategi validasi data dengan 
membandingkan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda. 
Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik.   
  
PEMBAHASAN 
Implementasi Mediasi KDRT di Polres Kota Lubuk Linggau 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Lubuk Linggau telah 
menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani 
sebagian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan ini sejalan dengan 
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan 
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Kapolri Nomor 
SE/2/II/2021. Mediasi dijadikan sarana alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam 
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perkara KDRT ringan yang tidak menimbulkan luka berat, trauma mendalam, atau 
kekerasan seksual. 

Berdasarkan data sekunder dari Unit PPA Polres Lubuk Linggau, dari total 128 
kasus KDRT yang ditangani selama 2022–2024, sebanyak 56 kasus (43,75%) diselesaikan 
melalui mediasi. Angka ini menunjukkan tingginya penerimaan masyarakat terhadap 
penyelesaian non-litigatif. Namun, pelaksanaan mediasi di lapangan tidak selalu berjalan 
ideal, karena masih ditemukan kasus reviktimisasi korban pasca-kesepakatan damai. 

Proses mediasi di Polres dilaksanakan secara berjenjang: mulai dari penerimaan 
laporan, pemeriksaan awal, asesmen kelayakan mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga 
dokumentasi hasil kesepakatan. Meski tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan formal 
(Polri, 2021), namun pada tahap pasca-mediasi, belum tersedia mekanisme evaluasi dan 
monitoring yang sistematis. 

Namun demikian, dalam konteks perlindungan hukum, tingginya angka mediasi 
juga perlu dikritisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kasat Reskrim AKP M. Kurniawan Azwar, 
kualitas mediasi sangat bergantung pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang 
tersedia. Tanpa pendampingan psikologis dan pemantauan pasca-mediasi, kesepakatan 
damai berisiko menjadi solusi semu yang berpotensi memperpanjang siklus kekerasan 
dalam rumah tangga (UN Women, 2020; LPSK, 2023). 
 
Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi 

Beberapa faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan mediasi di antaranya: (1) 
kesiapan psikologis korban; (2) itikad baik dan komitmen pelaku; (3) kualitas dan 
netralitas mediator; (4) dukungan sosial dari keluarga dan tokoh masyarakat; serta (5) 
jenis dan intensitas kekerasan yang terjadi. Sebagaimana ditegaskan oleh Kanit PPA Polres 
Lubuk Linggau, Aiptu Dibya, SH, mediasi umumnya dilakukan atas permintaan korban 
dalam perkara KDRT ringan, dengan mempertimbangkan relasi kekeluargaan yang masih 
dapat diperbaiki. 

Namun, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya kerja sama lintas 
sektor, serta ketiadaan pendamping psikologis menjadi kendala yang berulang kali 
disebut oleh narasumber kunci (Azwar, 2025). Hal ini menjadi tantangan dalam menjamin 
bahwa proses mediasi berjalan adil dan berpihak kepada korban. 

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi tujuh faktor utama yang 
memengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT di Lubuk Linggau: 
a. Kesiapan Psikologis Korban 

Kondisi mental dan emosional korban menjadi penentu awal keberhasilan proses 
mediasi. Tanpa stabilitas psikologis dan kehadiran pendamping profesional, mediasi 
berisiko menghasilkan kesepakatan yang tidak mencerminkan kehendak bebas korban. 
Studi oleh Komnas Perempuan (2022) menyatakan bahwa 71% korban KDRT yang 
dimediasi tanpa pendampingan mengalami kekerasan ulang. 
b. Komitmen dan Itikad Baik Pelaku 

Pelaku yang bersedia mengakui kesalahan dan menunjukkan niat memperbaiki 
diri lebih cenderung menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Ini sejalan dengan 
prinsip taubat nasuha dalam Islam, yang mensyaratkan perubahan perilaku sebagai 
bentuk pertanggungjawaban moral. 
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c. Netralitas dan Kompetensi Mediator 
Mediator harus netral, berperspektif gender, dan memiliki keterampilan dalam 

menangani konflik interpersonal. Di Polres Lubuk Linggau, penyidik Unit PPA menjadi 
mediator, namun belum seluruhnya mendapatkan pelatihan formal terkait gender-
sensitive mediation (UNODC, 2021). 
d. Dukungan Sosial dan Kultural 

Peran tokoh masyarakat, ulama, dan keluarga besar sangat dominan dalam 
masyarakat Lubuk Linggau. Jika dikelola dengan baik, dukungan ini memperkuat mediasi. 
Namun, jika bersifat menekan atau normatif patriarkal, korban justru rentan kehilangan 
hak untuk mendapatkan keadilan. 
e. Jenis dan Tingkat Kekerasan 

Penelitian ini menegaskan bahwa hanya kasus KDRT ringan yang layak untuk 
dimediasi. Dalam kasus luka berat, kekerasan seksual, atau kekerasan berulang, mediasi 
seharusnya dikesampingkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik cenderung 
menolak memediasi jika ditemukan bukti kekerasan berat, namun tidak terdapat protap 
baku untuk asesmen forensik awal. 
f. Monitoring Pasca-Mediasi 

Hingga saat ini, belum ada sistem monitoring yang formal terhadap korban pasca-
mediasi. Hal ini menjadi celah besar dalam memastikan keberlanjutan perlindungan dan 
pemulihan korban (LPSK, 2023). 
g. Regulasi Internal dan Kerangka Yuridis 

Ketiadaan SOP internal atau Peraturan Kapolres tentang mediasi berbasis 
perlindungan korban menunjukkan bahwa kebijakan masih bersifat kasuistik. Hal ini 
menunjukkan perlunya integrasi antara prinsip due process of law dengan mekanisme 
restorative. 
 
Tinjauan Yuridis: Batasan Mediasi dalam UU PKDRT 

Mediasi KDRT di tingkat kepolisian masih menghadapi berbagai persoalan 
normatif dan struktural. Pertama, ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku 
kerap menyebabkan kesepakatan mediasi berlangsung tidak sukarela. Kedua, intervensi 
keluarga atau tokoh masyarakat seringkali menjadi tekanan bagi korban untuk menerima 
perdamaian demi menjaga nama baik keluarga. Ketiga, keterbatasan pelatihan penyidik 
sebagai mediator berbasis gender-sensitive masih menjadi hambatan (Komnas 
Perempuan, 2021). 

Selain itu, absennya pendampingan psikologis dan hukum, belum adanya sistem 
evaluasi pasca-mediasi, serta infrastruktur yang belum memadai, memperburuk situasi. 
Dalam praktik, tidak semua kesepakatan damai memberikan jaminan bagi korban dari 
kekerasan ulang, yang pada akhirnya menimbulkan risiko reviktimisasi. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 secara eksplisit menegaskan bahwa 
perdamaian tidak menghapus proses pidana (Pasal 51). Ini menunjukkan bahwa mediasi 
hanya dapat dilakukan secara informal, dan tidak boleh dijadikan dasar penghentian 
penyidikan jika kekerasan yang terjadi tergolong berat. Ketentuan ini juga ditegaskan 
dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Perpol No. 8 Tahun 2021. 

Lebih jauh, mediasi dalam konteks pidana umumnya dikhususkan untuk kasus 
ringan dan bukan berulang. Maka, jika Polres Kota Lubuk Linggau memfasilitasi mediasi 
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untuk kasus berulang atau kekerasan seksual, hal ini berisiko melanggar asas legalitas dan 
mengabaikan prinsip perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, keberlangsungan 
mediasi harus dikaji secara ketat pada setiap kasusnya. 
 
Perspektif Islam terhadap Mediasi KDRT 

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas menyatakan bahwa perdamaian antara 
pelaku dan korban tidak menghapuskan penuntutan pidana (Pasal 51). Hal ini juga 
dipertegas dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang 
mengecualikan KDRT berat dari cakupan keadilan restoratif. 

Dengan demikian, mediasi dalam perkara KDRT hanya dapat diterima secara 
hukum jika menyangkut kekerasan ringan, tidak menimbulkan luka berat, tidak terjadi 
berulang, dan atas kehendak sukarela dari korban. Apabila dilakukan di luar parameter 
tersebut, maka praktik mediasi menjadi inkonstitusional dan berpotensi melanggar hak 
korban. 

Hukum Islam memandang mediasi sebagai ṣulḥ, yakni metode penyelesaian yang 
damai, adil, dan bersifat musyawarah. QS. An-Nisā’: 35 menjadi dasar teologis utama 
dalam menyarankan mediasi dalam konflik rumah tangga. Namun, dalam kasus 
kekerasan, hukum Islam juga memberikan batasan. Jika keselamatan korban terancam, 
Islam memberikan ruang untuk melakukan tafrīq atau perceraian, dan melarang 
perdamaian yang membahayakan korban (al-Zuhayli, 2007). 

Lebih lanjut, mediasi dalam Islam tidak boleh dijadikan alat kompromi yang 
melanggar prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ 
al-‘irdh (kehormatan). Dengan demikian, pelaksanaan mediasi KDRT harus dijalankan 
dalam koridor syariat yang menekankan perlindungan terhadap korban, bukan 
pelanggengan relasi yang timpang atau zalim. 
 
Pembahasan Teoritis dan Perbandingan 

Dalam hukum Islam, mediasi dikenal dengan konsep ṣulḥ, yang sangat dianjurkan 
untuk menyelesaikan konflik rumah tangga (QS. An-Nisā’: 35). Islam memandang 
keluarga sebagai institusi sakral yang harus dijaga melalui musyawarah, keadilan, dan 
kerelaan dua belah pihak. Namun demikian, prinsip mediasi dalam Islam tidak 
membenarkan bentuk rekonsiliasi yang mengabaikan keselamatan dan martabat korban. 

Mediasi hanya dibenarkan jika tidak menutup akses korban pada keadilan dan 
keselamatan, dilakukan secara sukarela, disertai komitmen pelaku untuk berubah, dan 
tidak terjadi dalam kasus kekerasan berat. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yang 
mengutamakan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan, dan keadilan (Zuhaili, 2011). 

Studi ini mengonfirmasi temuan dari Clark (2010) bahwa keberhasilan mediasi 
dalam kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, norma sosial, dan kapasitas 
lembaga penegak hukum. Pendekatan restorative justice akan berhasil jika disertai 
kerangka perlindungan yang kuat, bukan semata-mata formalitas administratif. 

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, Indonesia cenderung lebih 
permisif dalam pelaksanaan mediasi KDRT di level kepolisian, meskipun secara normatif 
undang-undang melarangnya. Di Kanada dan Australia, hanya mediator tersertifikasi 
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yang diperbolehkan menangani kasus KDRT, dan selalu dengan kehadiran pendamping 
korban serta pengawasan lembaga independen (Daly, 2006). 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mediasi dalam penanganan KDRT di 
Polres Kota Lubuk Linggau mencerminkan praktik hukum progresif, namun belum 
sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan korban. Pelaksanaan mediasi rentan 
menyimpang dari substansi hukum positif dan etika hukum Islam jika tidak diawasi secara 
ketat. Dibutuhkan penguatan regulasi teknis, pelatihan aparat penegak hukum, dan 
penguatan kerja sama lintas sektor (LPSK, 2023).     
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan mediasi pada 
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kota Lubuk Linggau, dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan mediasi yang dilakukan merupakan bentuk adaptasi 
dari prinsip restorative justice dalam ranah penegakan hukum pidana. Mediasi ini 
diterapkan secara terbatas, khususnya pada kasus-kasus yang tergolong ringan, 
dengan mempertimbangkan keinginan korban dan itikad baik pelaku. Data 
menunjukkan bahwa dari total 128 kasus KDRT yang ditangani dalam kurun waktu 
2022–2024, hampir separuhnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi. 

Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi tantangan signifikan, 
baik dari aspek normatif, struktural, maupun psikososial. Ketimpangan relasi kuasa, 
tekanan sosial terhadap korban, minimnya kompetensi gender-sensitive penyidik, 
serta ketiadaan sistem pemantauan pasca-mediasi menjadi faktor penghambat 
tercapainya keadilan yang sejati bagi korban. Mediasi dalam konteks KDRT, jika 
dilakukan secara serampangan tanpa protokol perlindungan korban yang ketat, 
justru berisiko menjadi instrumen normalisasi kekerasan dan reviktimisasi. 

Dari perspektif hukum positif, mediasi dalam kasus KDRT memiliki batasan 
yang sangat ketat, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, Perpol No. 8 
Tahun 2021, dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Ketentuan ini menegaskan bahwa 
perdamaian antara pelaku dan korban tidak menghapuskan penuntutan pidana, 
terutama dalam kasus yang menimbulkan luka berat, trauma, atau bersifat berulang. 

Sementara dalam perspektif hukum Islam, mediasi dipandang sebagai solusi 
sah dan bermartabat jika dilakukan atas dasar keadilan, kerelaan, serta menjaga 
maqāṣid al-syarī‘ah. Namun, Islam juga memberikan rambu yang jelas bahwa mediasi 
tidak boleh dijadikan justifikasi untuk mempertahankan kekerasan atau menutup 
akses korban pada perlindungan dan keadilan. 

Dengan demikian, pelaksanaan mediasi dalam perkara KDRT harus dilakukan 
secara selektif, profesional, dan berbasis pada prinsip perlindungan hak asasi 
manusia, baik menurut hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam. Kepolisian 
sebagai institusi penegak hukum perlu membangun sistem mediasi yang responsif 
gender, akuntabel, serta dilengkapi dengan mekanisme pendampingan korban dan 
evaluasi yang berkelanjutan. 
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